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Pengertian Negara Indonesia Adalah
Negara Hukum

O Negara Indonesia adalah negara hukum. Demikian
bunyi Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Dasar (UUD)
1945.

0 Yang dimaksud negara hukum adalah negara yang
di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-
peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai
sanksi tegas apabila dilanggar.



O arti Indonesia sebagai negara hukum adalah segala
aspek kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia harus didasarkan pada hukum dan segala
produk perundang-undangan serta turunannya yang
berlaku di wilayah NKRI.

O Negara hukum sendiri berdiri di atas hukum yang
menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Untuk
Indonesia, negara hukum didasarkan pada nilai-nilai
Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa
dan sumber dari segala sumber hukum.




Sementara itu, prinsip-prinsip negara hukum menurut Jimly Asshiddiqie adalah:
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Supremasi hukum

Persamaan dalam hukum

Proses hukum yang baik dan benar
Pembatasan kekuasaan

Lembaga eksekutif independen
Peradilan yang bebas dan mandiri
Peradilan Tata Usaha Negara
Peradilan Konstitusi

Perlindungan HAM

Sarana mewujudkan tujuan negara
Transparansi dan kontrol sosial
Bersifat demokratis




Kekuasaan kehaKiman di
Indonesia

0 Kekuasaan kehakiman, dalam konteks negara
Indonesia, adalah kekuasaan negara vyang
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan
Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum
Republik Indonesia.

O Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah
membawa perubahan dalam kehidupan
ketatanegaraan.




O Berdasarkan perubahan tersebut ditegaskan
bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh:

o Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada
di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan
militer, dan lingkungan peradilan tata usaha
negara.

o0 Mahkamah Konstitusi
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o Selain itu terdapat pula Peradilan Syariah Islam di
Provinsi Aceh, yang merupakan pengadilan khusus
dalam Lingkungan Peradilan Agama (sepanjang
kewenangannya menyangkut kewenangan
peradilan agama) dan Lingkungan Peradilan
Umum (sepanjang kewenangannya menyangkut
kewenangan peradilan umum).




o Di samping perubahan mengenai penyelenggaraan
kekuasaan kehakiman, uuD 1945 juga
memperkenalkan suatu lembaga baru yang berkaitan
dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman vyaitu
Komisi Yudisial.

O Komisi VYudisial bersifat mandiri yang berwenang
mengusulkan  pengangkatan hakim agung dan
mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan
menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta
perilaku hakim




Kekuasaan tertinggi lingkup peradilan di Indonesia dipegang oleh Mahkamah
Agung. Mahkamah Agung memiliki tugas membina lembaga peradilan yang ada
di bawahnya. Tidak hanya itu, Mahkamah Agung juga memiliki tugas yang lain.

Menurut Pasal 20 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun
2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung berwenang, sebagai
berikut:

Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat
terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah
Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain.

Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap
undang-undang.

Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang, misalnya memberikan

pertimbangan hukum kepada presiden dalam hal pemohonan grasi dan
rehabilitasi.




Lembaga Peradilan Agama

O Lembaga peradilan agama adalah pelaku kekuasaan
kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama
islam. Menurut Pasal 49 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan
Agama, tugas peradilan agama yaitu memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat
pertama antara orang-orang yang beragama Islam di
bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat,
ifaq, shadagah, dan ekonomi syari‘ah.




Lembaga Peradilan Tata Usaha
Negara

O Lembaga peradilan tata usaha negara adalah pelaku kekuasaan
kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata
usaha negara. Peradilan tata wusaha negara bertugas
menyelesaikan sengketa tata usaha negara.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun
2009, sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul
dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan
hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara,
baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat di keluarkannya
keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku




Lembaga Peradilan Militer

o Dalam buku Peradilan Militer Indonesia (2020) karya Budi Pramono, peradilan
militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan
bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memerhatikan
kepentingan pelaksanaan pertahanan keamanan negara. Menurut Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer,
peradilan militer bertugas, sebagai berikut:

Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang prajurit.
Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha angkatan
bersenjata.

Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang
bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang
ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus
memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.




Mahkamah Konstitusi

O Menurut Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun
2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah konstitusi berwenang
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final
untuk:

Menguji undang-undang terhadap UUD RI Tahun 1945

Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya
diberikan oleh UUD RI Tahun 1945.

Memutus pembubaran partai politik
Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang

Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memberikan putusan atas pendapat DPR
bahwa presiden atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum
berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tidak lagi
memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden.
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